BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hingga saat ini masalah tumpang tindih kewenangan penegakan hukum
oleh lembaga yang memiliki tugas patroli khususnya Hankam di zona maritim
Indonesia masih berusaha mencari penyelesaian terbaik. Setidaknya ada 24
undang-undang yang mengatur mengenai penegakan dan keamanan di laut,
dengan 6 lembaga yang memiliki kapal patroli dan 7 lembaga tidak memiliki
kapal patroli di laut. Mengingat Indonesia merupakan archipelagic state yang
hampir ¥ wilayahnya berupa lautan, Menyebabkan Indonesia perlu mengerahkan
kekuatan dan keamanan maritim sebagai penegak hukum dan penegak kedaulatan
yang harus dilaksanakan sesuai dengan instrumen hukum nasional dan hukum
internasional Adapun zona maritim Indonesia menurut UNCLOS 1985 terdiri atas
perairan pedalaman, perairan kepualauan, zona tambahan, ZEE, dan alur-alur laut,
selat untuk pelayaran internasional landas kontinen Indonesia. Ini berarti
penegakan hukum dan kedaulatan untuk keamanan maritim diakukan di zona
maritim di bawah kedaulatan penuh dan zona maritim di bawah wewenang dan
hak-hak khusus.

Bakamla sebagai Single Agency Multi Task sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, belum dapat
mewujudkan koordinasi dan kerjasama yang baik antara kementerian/lembaga
penegak hukum yang berwenang di zona maritim Indonesia. Hal ini disebabkan
tidak adannya kesatuan komando operasi keamanan di wilayah peraiaran
Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; tidak jelas penanggung jawab
terhadap terciptanya keamanan keamanan di wilayah perairan Indonesia &
wilayah yurisdiksi Indonesia (karena semuanya punya kewenangan dan
tanggungjawab tugas disini), sterhambatnya kerjasama internasional di bidang
kamla karena tidak adanya institusi tunggal yang bertanggung jawab di bidang
Kemanan laut. Baik tidaknya implementasi koordinasi ini tidak terlepas dari (1)
jelas tidaknya pembagian kewenangan agar tidak tumpang tindih; (2) bentuk dan

mekanisme koordinasi antar instansi; dan (3) penanggung jawab yang memiliki
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otoritas memobilisasi kekuatan tersebut Banyaknya lembaga berwenang
menyebabkan terganggunya penegakan hukum dan keamanan maririm. Karena itu
kuncinya adalah koordinasi atau kerjasama. Perihal mengatur suatu organisasi dan
cabang-cabangnya sehingga peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang akan
dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur diperlukan suatu sistem
atau aturan. Harus adanya sistem yang bisa menyatukan lembaga-lembaga
penegak hukum di zona maritim Indonesia. Adanya pembagian wewenang yang
jelas, sehingga kapal yang diperiksapun tidak bingung.

Mengenai penyelesaian konflik yang mungkin terjadi berupa sengketa
kewenangan atau permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari tumpang
tindih kewenangan antara Kementerian/Lembaga, dilakukan penyelesaiannya
secara internal oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden
Replubik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, bahwa penyelesaian isu di bidang politik,
hukum, dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar
Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud,
namun hubungannya bersifat fungsional.

Selain itu upaya penyelesaian masalah kewenangan agar tidak terjadi
tumpang tindih antarlembaga khususnya dalam aspek Hankam yaitu dengan 3
(tiga) cara, dimana ini merupakan pilihan yang dapat dipertimbangkan dengan
keadaan saat ini. Ketiga cara tersebut yakni:

a. Joint Tasks Force, ini merupakan penggabungan sebagai Satuan
Tugas. Dimana nanti Kementerian/Lembaga bergabung menjadi
satuan tugas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan laut.

b. Penguatan Bakamla. Penegakan hukum di zona maritim sebaiknya
dilakukan oleh satu badan khusus yang mempunyai kewenangan
yang jelas yaitu Bakamla.

c. Penghapusan kewenangan yang sama:

e Berupa penyusunan Perubahan Undang-Undang.

e Omnibus law.
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5.2 Saran

Perlu adanya kewenangan Bakamla dalam proses penyidikannya lebih
lanjut guna tidak memperpajang prosedur yang ada. Sehingga dalam
implementasinya Bakamla sebagai perpanjangan tangan dari instansi pemangku
kepentingan lainnya. Selain daripada kewenangan penyidikan, Bakamla belum
memiliki payung hukum terkait kepemilikan alutsista (alat utama sistem
persenjataan) sehingga saat ini alutsista yang dimiliki Bakamla dari Angkatan
Laut.

Dilihat kewenangan Bakamla saat ini, bahwa Bakamla berperan sebagai
pencegahan terhadap pelanggaran di laut. Perlu adanya aturan hukum yang
mengatur mekanisme koordinasi dan komunikasi koordinasi sehingga kehadiran
Bakamla sebagai pusat komando dan kendali dapat berjalan dengan baik terhadap
pemangku kepentingan lainnya. Perlu adanya payung hukum yang mengikat
secara keseluruhan mengenai koordinasi berbasis one command.

Pemerintah perlu untuk membuat strategi pemerintah dalam sebuah
Dokumen Kemaritiman Nasional agar pelakasanaan kemaanan maritim maupun
penegakan hukum di zona maritim Indonesia yang memiliki kompleksitas tinggi
dapat dipantau terus oleh pemerintah.
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